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SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

M enim bang: a. bahwa ketentuan m engenai periodisasi penyusutan
barang milik daerah dan penghentian konstruksi dalam pengerjaan
belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan
pedoman terkait kebijakan yang sudah disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim aksud dalam
huruf a m aka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : -1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400); .

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 - tentangPerimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun;2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran


	
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6119);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaga Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4597);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);


	
I

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada
Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

̂ 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019tentang
Penyusutan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH.

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah
adalah Kabupaten Karanganyar.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati
sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.


	
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.4. Badan Keuangan Daerah
yang disingkat BKD adalah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.5. Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya.

9. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
Barang Milik Daerah.

10. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas
1 (satu) atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

11. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan,
penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

12. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelengarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

13. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

14. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar,
konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah
Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna
laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

15. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain


	
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
pemerintahan Daerah.

16. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah
daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang
disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan
anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum
Daerah.

18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB IIKEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan

SAP Berbasis Akrual.(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
terdiri atas:

a. kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; danb. kebijakan
Akuntansi akun.

(3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan
keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan
keuangan.

(4) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP
atas :a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan

Akuntansi dalam SAP; danb. pengaturan yang lebih rinci atas
kebijakan Akuntansi

dalam SAP.(5) Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi
Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.


	
BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas
Pemerintah Daerah sebagai Entitas Pelaporan wajib menyusun dan
menyajikan Laporan Keuangan Tahunan yang setidak-tidaknya terdiri d
a ri:a. laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah;b. laporan
perubahan saldo anggaran lebih Pemerintah

Daerah;c. neraca Pemerintah Daerah;d. laporan operasional
Pemerintah Daerah;e. laporan arus kas Pemerintah Daerah;f. laporan
perubahan ekuitas Pemerintah Daerah; dang. catatan atas laporan
keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, SKPD
sebagai Entitas Akuntansi wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan
yang setidak-tidaknya terdiri d a ri:a. laporan realisasi anggaran
SKPD;b. laporan operasional SKPD;c. laporan perubahan ekuitas
SKPD;d. neraca SKPD; dane. catatan atas laporan keuangan SKPD.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan
Daerah, BUD wajib menyusun Laporan Keuangan PPKD yang
setidak-tidaknya terdiri dari :a. laporan realisasi anggaran
PPKD;b. laporan operasional PPKD;c. neraca PPKD;d. laporan arus kas
;e. laporan perubahan ekuitas PPKD; danf. catatan atas laporan
keuangan PPKD.

BAB IVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018
Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


	
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 23 Desember 2019 BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONODiundangkan di Karanganyar

pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 97

DAERAH ■KARANGANYAR

/f£f/ Kepala-BagiauiHukum

^ ' z u l f Scar h a d id h .s .h .

i081l|l99903 1 009

/X'


	
LAMPIRANPERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 97 TAHUN 2019
TENTANGKEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

I. KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI

Komponen utama Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri
atas :

1. Kerangka Konseptual

Memuat prinsip Akuntansi dasar dalam penyusunan dan
penyajian

laporan keuangan, serta berfungsi sebagai acuan dalam hal
terdapat

masalah Akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam SAP
maupun

dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.

2. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan

Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan, serta

berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.

3. Kebijakan Akuntansi akun

Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan

transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan SAP atas
:

a. : pemilihan metode Akuntansi atas kebijakan pengakuan
dan/atau

pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode;

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan
dan/atau

""" pengukuran yang ada di SAP; dan

c. pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP.

II. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

1. TUJUAN

a. Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi adalah sebagai acuan

bagi:

1) penyusun Laporan Keuangan dalam menanggulangi masalah

Akuntansi yang belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi;

; 2) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah

laporan keuangan disusun sesuai dengan Kebijakan

Akuntansi; dan

1


	
3) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan

informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang

disusun sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

b. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal

terdapat masalah Akuntansi yang belum dinyatakan dalam

Kebijakan Akuntansi.

c. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang
telah

dipilih berdasarkan SAP untuk diterapkan dalam penyusunan

dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan

umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan

keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

e. Dalam hal teijadi pertentangan antara kerangka konseptual
dan

Kebijakan Akuntansi, maka ketentuan Kebijakan Akuntansi

diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam

jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat
diselesaikan

sejalan dengan pengembangan Kebijakan Akuntansi di masa

depan.

2. RUANG LINGKUP

a. Kerangka konseptual ini membahas:

1) Tujuan kerangka konseptual;

_ 2) Asumsi dasar;

3) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;

4) Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan; dan

5) Kendala informasi Akuntansi.

b. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan
setiap

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah,

yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.

3. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah

anggap311 yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu

dibuktikan agar Kebijakan Akuntansi dapat diterapkan, yang
terdiri

atas:

2


	
a. Asumsi kemandirian Entitas;

b. Asumsi kesinambungan Entitas;

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurementj.
Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:a. Kemandirian
Entitas

Asumsi kemandirian Entitas, yang berarti bahwa unit
Pemerintah

Daerah sebagai Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban

untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak teijadi

kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya

kewenangan Entitas untuk menyusun anggaran dan

melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas

bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di

luar neraca untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokoknya,

termasuk atas:

1) kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud;

2) utang piutang yang teijadi akibat pembuatan keputusan

Entitas; serta

3) terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah

ditetapkan.

b. Kesinambungan Entitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi

bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan

tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap

kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis

dan pengukuran dalam Akuntansi;

B. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah
ukuran-ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi Akuntansi
sehingga

dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini

merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan

3


	
Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas
yangdikehendaki:

1. Relevan

2. Andal

3. Dapat dibandingkan

4. Dapat dipahami

Dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila

informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi

keputusan pengguna Laporan Keuangan dengan membantunya

: dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau
masa

depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna

laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi Laporan

; Keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan

: maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

a. Memiliki manfaat umpan balik {feedback value), artinya
bahwa

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi

yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau

mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya
bahwa

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi

yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi

masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan

kejadian masa kini;

c. Tepat waktu, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat

berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan

pengguna Laporan Keuangan; dan

d. Lengkap, artinya bahwa penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap

mungkin, yaitu mencakup semua informasi Akuntansi yang

dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.
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2. Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus

bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan
material,

menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat
diverifikasi.

Informasi Akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan
informasi

tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang
andal

harus memenuhi karakteristik:

a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang

menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat

diharapkan untuk disajikan;

' b. Dapat diverifikasi (verifiability}, artinya bahwa
Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang

dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari
sekali

oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan

simpulan yang tidak jauh berbeda;

c. Netralitas, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan umum dan bukan pada kebutuhan pihak tertentu.

^ Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang

menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan

merugikan pihak lain.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan
laporan

keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan
secara

internal dan eksternal.

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah

Daerah menerapkan kebijakan Akuntansi yang sama dari tahun
ke

tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila

Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan

Akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan

menerapkan kebijakan Akuntansi yang lebih baik daripada
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Kebijakan Akuntansi yang sekarang diterapkan. Perubahan

Kebijakan Akuntansi harus diungkapkan pada periode
terjadinya

1 perubahan tersebut.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan
dan

, dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
dengan

batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna

laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas

kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta
adanya

kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang

dimaksud.

C. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai

ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara

Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam

melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam

memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah

delapan prinsip yang digunakan dalam Akuntansi dan pelaporan

keuangan Pemerintah Daerah:

1. Basis Akuntansi;

2. Prinsip nilai historis;

3. Prinsip realisasi;

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas;

5. Prinsip periodisitas;

6. Prinsip konsistensi;

7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan

8. Prinsip penyajian wajar

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

a. Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan

pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam
hal

peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan

keuangan dengan basis kas, maka Entitas wajib menyajikan

laporan demikian.
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b. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa

pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh

pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di

rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan dan

beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan

penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas

belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau

Entitas Pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak
luar/asing

dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

c. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar
basis

kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun

berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan

penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di

rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan.

Belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada
saat

kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Bilamana

anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual,

maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

d. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban,
dan

ekuitas diakui dan dicatat pada saat teijadinya transaksi,
atau

pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada

keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar
nilai

wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset
tersebut

pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas
yang

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa

yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah
Daerah.

3. Prinsip Realisasi

Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan

melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode Akuntansi
akan

digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode

tersebut. Pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah

diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau
mengurangi

kas.
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4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas

Informasi Akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan
jujur

transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan,
maka

harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan
realitas

ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila

substansi transaksi atau peristiwa lain tidak
konsisten/berbeda

dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus
diungkapkan

dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga
kinerja

Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang

dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan

adalah tahunan.

6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan Akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang

r serupa dari periode ke periode oleh suatu Entitas Pelaporan
(prinsip

, konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh
teijadi

perubahan dari satu metode Akuntansi ke metode Akuntansi
yang

lain.

Metode Akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat
bahwa

metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang

lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan

penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

7_. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang

dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan

pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan

atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar

a. Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan
Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan

Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan; dan
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b. dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat

diperlukan bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan
keadaan

tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan

mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan

pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan

Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat

melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga

aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan

kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian,

penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan,

misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja

menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau

sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau
tinggi,

sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak
andal.

D. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI

Kendala informasi Akuntansi dan laporan keuangan adalah
setiap

keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang
ideal

dalam menyajikan informasi Akuntansi dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yang relevan dan andal akibat keterbatasan
atau

karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan
kendala

dalam informasi Akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah
Daerah,

yaitu:

1. Materialitas:^ --2. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan

3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Materialitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah idealnya memuat segala

informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang

memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material

apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam

mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan

pengguna laporan.
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2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam
Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya
yang

diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya

menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil
dibandingkan

biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan

manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.
Biaya

dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi
yang

menikmati manfaat.

3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk

mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai
tujuan

normatif yang diharapkan dipenuhi oleh Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik
dalam

berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan
keandalan.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. TUJUAN

a. Tujuan kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur penyajian

laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose

financial statements) dalam rangka meningkatkan

keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran,

antar periode, maupun antar Entitas Akuntansi.

b. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan Akuntansi ini

menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian

laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan

persyaratan minimum isi laporan keuangan.

c. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan

keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama

sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan

pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-

peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan Akuntansi yang

khusus.
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2. RUANG LINGKUP

a. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan

disajikan dengan basis akrual.

b. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang

dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif,

lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau

berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta

pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi).

c. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan

terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan

dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

d. Kebijakan ini berlaku untuk Entitas Pelaporan dan Entitas

Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

3. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal
anggaran

disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan

Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran

_ lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu
Entitas

Pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat

dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah
Daerah

adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas

Entitas Pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya,

dengan menyediakan informasi mengenai:

a. posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas

pemerintah;

b. perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas

pemerintah;

c. sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
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d. ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. cara Entitas Pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi

kebutuhan kasnya;

f. potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan
kegiatan

pemerintahan; serta

g. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

Entitas Pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi
pengguna

mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan

digunakan:

a. sesuai dengan anggaran; dan

b. sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang

ditetapkan oleh DPRD.

4. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan

menyediakan informasi mengenai Entitas Pelaporan dalam h a
l:

; a. Aset;

b. Kewajiban;

c. Ekuitas;

d. Pendapatan-LRA;

e. Belanja;

; f. Transfer;

g. Pembiayaan;

h. Saldo Anggaran Lebih;

i. Pendapatan-LO;

j. Beban; dans s •

- k. Arus Kas.

5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk

memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat

sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan,

termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama

dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai aktivitas suatu Entitas Pelaporan
selama

satu periode.

6. Pemerintah Daerah menyajikan informasi tambahan untuk

membantu para pengguna dalam memperkirakan kineija keuangan

Entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan
dan
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evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output
Entitas

dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan,
laporan

kineija keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai

pencapaian kinerja keuangan Entitas selama periode
pelaporan.

C. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

1. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan

berada pada pimpinan Entitas.

2. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah berada pada Bupati.

3. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan
SKPD

dan SKPKD berada pada kepala SKPD dan SKPKD.

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan

keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran
(budgetary

■ reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen
menjadi

; sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan
oleh

setiap Entitas Akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan
Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh
Entitas

Pelaporan.

E. STRUKTUR DAN ISI

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan
keuangan

Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

b. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan

antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode
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pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur

sebagai berikut:

1) Pendapatan-LRA;

2) Belanja;

3) Transfer;

4) Surplus/Defisit-LRA;

5) Pembiayaan; dan

6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat

hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti

kebijakan fiskal dan moneter, sebab terjadinya perbedaan
yang

material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar yang

merinci lebih lanjut angka yang dianggap perlu untuk
dijelaskan.

d. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan

Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan menyajikan Laporan

Realisasi Anggaran dalam dua format yang berbeda, yaitu
format

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang
diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
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e. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

1) LRA SKPD sesuai format Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi

Pemerintahan.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit
Organisasi

NO.URUT

URAIAN ANGGARAN20X1

REALISASI20X1

(%) REALISASI20X0

4

4.14.1.14.1.24.1.3

4.1.4

5

5.15.1.15.1.2

5.25.2.15.2.25.2.35.2.45.2.5

PENDAPATAN - LRA

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRAPendapatan Pajak Daerahr-LRA
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain- Lain PAD Yang Sah-LRA

BELANJA

BELANJA OPERASIBelanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

BELANJA MODALBelanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan
Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan Irigasi
dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

SURPLUS/ (DEFISIT)SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Karanganyar, 31 Desember 20X1

Kepala SKPD

( Nama Kepala SKPD )
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2) LRA SKPD sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13

Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0

Unisan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit
Organisasi

NO.URUT

URAIAN ANGGARAN20X1

REALISASI20X1

(%) REALISASI20X0

1

1.11.1.11.1.21.1.3

1.1.4

2

2.12.1.1

2.22 .2 .1 ^ ' ' '2.2.22.2.3

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan
Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Lain- Lain PAD Yang Sah

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNGBelanja Pegawai

BELANJA LANGSUNGBelanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja
Modal

SURPLUS/ (DEFISIT)SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN IS1LPA)

Karanganyar, 31 Desember 20X1 Kepala SKPD

( Nama Kepala SKPD ) NIP. Kepala SKPD

16


	
3) LRA SKPKD sesuai Format Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan
20X0

Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit
Organisasi

NO.URUT

URAIAN ANGGARAN20X1

REALISASI20X1

(%) REALISASI20X0

4 PENDAPATAN-LRA

PENDAPATAN TRANSFER - LRA4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat LRA4.2.1.1 Bagi Hasil P ajak-LR A4.2.15 Bagi Hasil Bukan
Pajak/SDA - LRA4 5 .1 5 Dana Alokasi Umum - LRA4.1.1.4 Dana Alokasi
Khusus - LRA4.25 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
LRA4.52.1 Dana Otonomi Khusus - LRA4.2.25 Dana Keistimewaan - LRA4
5 5 5 Dana Penyesuaian - LRA4.53 Pendapatan Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya LRA4.25.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA4 5 5 5
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA45.4 Bantuan Keuangan -
LRA45.4.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA45
.45 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA4.2.45
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA45 LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

45.1 Pendapatan Hibah - LRA4 5 5 Dana D arurat-LR A45.3
Pendapatan Lainnya - LRA

5 BELANJA

5.1 BELANJA OPERASI

5.15 Belanja Bunga5.1.4 Belanja Subsidi

5.1.5 Belanja Hibah

5.1.6 Belanja Bantuan Sosial

5.3 BELANJA T AK TEROUGA

5.3.1 Belanja Tak Terduga

6 TRANSFER

6.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

6.1.1 x Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah6 .1 .2 ' Transfer Bagi
Hasil Pendapatan Lainnya

6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

6.51 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

6.25 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

6.53 Transfer Bantuan Keuangan LainnyaSURPLUS/(DEFISIT)

7 PEMBIAYAAN71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

7.1.1 Penggunaan SILPA

7.1.2 Pencairan Dana Cadangan

7.15 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

7.1.4 Pinjaman Dalam Negeri —

75 pPNftPI UARAN PFMBIAYAAN

7.51 Pembentukan Dana Cadangan

7 5 5 Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah

7.25 Pembiayaan Pokok Pinjaman Daiam Negeri

7.54 Pemberian Pinjaman DaerahPEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Karanganyar, 31 Desember 20X1 Kepala SKPKD

(Nama Kepala SKPKD ) NIP. Kepala SKPKD
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4) LRA SKPKD sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13

Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan
20X0

Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit
Organisasi

NO.URUT

URAIAN ANGGARAN 20X1 REALISASI20X1

{%) REALISASI20X0

1 PENDAPATAN

1.2 DANA PERIMBANGAN1.2.1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan
Pajak1.2.2 Dana Alokasi Umum1.2.3 Dana Alokasi Khusus1.3 LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH1.3.1 Pendapatan Hibah1.3.2 Dana
Darurat1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1.3.5 Bantuan
Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

2 BELANJA

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.2 Belanja Bunga

2.1.3 Belanja Subsidi2.1.4 Belanja Hibah2.1.5 Belanja Bantuan
Sosial2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan

2.1.6 . Belanja Bantuan Keuangann kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota/PemenntahDesa dan Partai Politik

2,1.9 Belanja Tidak Terduga

22 BELANJA LANGSUNGSURPLUS /(DEFISIT)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN dAERAH

3.1.1 Sisa le b ih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

D st..................

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3,2.1 Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2 Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah

3.2.3 ; Pembiayaan Pokok Utang

Dst

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Karanganyar, 31 Desember 20X1 Kepala SKPKD

( Nama Kepala SKPKD ) NIP. Kepala SKPKD
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan
20X0

5) LRA Pemerintah Daerah sesuai Format Peraturan PemerintahNomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan.

NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI (%> REAUSASI20X1 20X1
20X04

4.1

4.1.14.1.2 .

PENDAPATAN-LRA

PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD>LRA

Pendapatan Pajak Daerah-LRAPendapatan Retribusi Daerah-LRA

4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan4.1.4 Lain- Lain PAD Yang Sah-LRA

PENDAPATAN TRANSFER - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA4.2.14.2.1.1 Bagi Hasil
P ajak-LR A4.2.15 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA4.2.1.3 Dana
Alokasi Umum - LRA4.1.14 Dana Alokasi Khusus - LRA4.25 Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA45.2.1 Dana Otonomi Khusus -
LRA4 5 5 5 Dana Keistimewaan - LRA4 5 5 5 Dana Penyesuaian -
LRA45.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA45.3.1
Pendapatan Bagi Hasil P ajak-LR A4.2.35 Pendapatan Bagi Hasil
Lainnya - LRA45.4 Bantuan Keuangan - LRA45.4.1 Bantuan Keuangan
dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA45.4.2 - Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA4.2.45 Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Daerah Kota - LRA

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG S A H -LR A

4.3.1 Pendapatan Hibah - LRA4.35 Dana D arura t- LRA45.3
Pendapatan Lainnya - LRA

5 BELANJA

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.1 Belanja Pegawai5.1.2 Belanja Barang dan Jasa5.15 Belanja
Bunga

5.1.4 Belanja Subsidi

5.1.5 Belanja Hibah5.1.6 Belanja Bantuan Sosial

5.2 BELANJA MODAL

55.1 Belanja Modal Tanah

5 5 5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

55 .3 - - Belanja Modal Gedung dan Bangunan

55.4 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.3 BELANJA TAK TERDUGA

5.3.1 Belanja Tak Terduga

6 TRANSFER

6.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

6.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

6.15 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

65.16.25

6.2.3

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer
Bantuan Keuangan ke Desa Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

SURPLUS / (DEFISIT)

7 PEMBIAYAAN

7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

7.1.17.157.15

7.1.4

75

Penggunaan SILPAPencairan Dana CadanganHasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Pinjaman Dalam Negeri

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

7.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

75.2 Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah

75.3 Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri

75.4 Pemberian Pinjaman Daerah

PEMBIAYAAN NETTO

| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
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6) LRA Pemerintah Daerah sesuai format Peraturan Menteri Dalam
Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan
Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHUntuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

N0.URUT

URAIAN ANGGARAN20X1

REALISASI20X1

(%> REALISASI20X0

1 PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)1.1.1 Pendapatan Pajak
Daerah1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah1.1.3 Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan1.1.4 Lain- Lain PAD
Yang Sah

\ 2 DANA PERIMBANGAN1.2.1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan
Pajak1.2.2 Dana Alokasi Umum1.2.3 Dana Alokasi Khusus

U LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1 Pendapatan Hibah1.3.2 Dana Darurat1.3.3 Dana Bagi Hasil
Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya1.3.4 Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus1.3.5 Bantuan Keuangandari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya

2 BELANJA

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1 Belanja Pegawai

2.1.2 Belanja Bunga2.1.3 Belanja Subsidi2.1.4 Belanja Hibah2.1.5
Belanja Bantuan Sosial

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

2.1.8 Belanja Bantuan Keuangann kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah

Desa dan Partai Politik2.1.9 Belanja Tidak Terduga

2.2 BELANJA LANGSUNG

25.1 Belanja Pegawai

22 2 8e!anja Barang dan Jasa

25.3 Belanja ModalSURPLUS/(DEFISIT)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN dAERAH

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

3.15 Pencairan Dana Cadangan3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

D st.................32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

3 5 5 Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah

35.3 Pembiayaan Pokok Utang

DstPEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
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2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara

komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1) Saldo Anggaran Lebih awal;

2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

5) Lain-lain;

6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

b. Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari
unsur-

unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan

■ Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

; Pemerintahan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN 20X1 20X0

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerim aan Pem biayaan Tahun

Berjalan

Subtota l

Sisa Lebih/Kurang Pem biayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Subtota l

Koreksi Kesalahan Pem bukuan Tahun Sebelum nya

Lain-Lain

Saldo Anggaran Lebih A kh ir

3. NERACA

a. Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

b. Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset
lancar

dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi

kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang
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merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada
tanggal laporan.

c. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada
Laporan Perubahan Ekuitas

d. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1) kas dan setara kas;

2) investasi jangka pendek;

3) piutang;

4) persediaan;

5) investasi jangka panjang;

6) aset tetap;

7) aset lainnya

8) kewajiban jangka pendek;

9) kewajiban jangka panjang;

10) ekuitas.

e. Contoh format Neraca sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai
berikut:

NERACAPEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

ASETASET LANCAR

Kas d i Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas d i Bendahara
Pengeluaran

Kas di BLUD Kas Lainnya Setara KasInvestasi Jangka Pendek
Piutang Pendapatan

Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka

Persediaan

JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

URAIAN 20X1 20X0

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pinjaman Jangka Panjang
kepada Entitas Lainnya Investasi daiam Obligasi Investasi dalam
Proyek Pembangunan

Dana Bergulir Deposito Jangka Panjang Investasi Non Permanen
Lainnya

J u m la h In v e s ta s i J a n g k a P a n ja n g N o n P e rm
a n e n

Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Investasi permanen Lainnya

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
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URAIAN 20X1 20X0ASET TETAPTanahPeralatan dan Mesin Gedung dan
Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi
Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan

JUMLAH ASET TETAP

DANA CADANGAN Dana Cadangan

JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYATagihan Jangka panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud .Aset Lain-lain

JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASETKEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan
Pihak Ketiga (PFK)Utang BungaBagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka Utang BebanUtang Jangka Pendek
Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri 'Utang Jangka
Panjang Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITASEKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

4. LAPORAN OPERASIONAL

a. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur
pendapatan-LO,

beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional,
surplus/defisit

dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos
luar

biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang
diperlukan

untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

b. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan
atas

Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan

dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti
kebijakan

fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih

lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

c. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara
jelas

dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan

informasi berikut:

1) Nama Entitas Pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

2) Cakupan Entitas Pelaporan;

3) Periode yang dicakup;
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4) mata uang pelaporan; dan

. 5) satuan angka yang digunakan.

d. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

2) Beban dari kegiatan operasional;

3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;

4) Kegiatan Non Operasional;

5) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;6) Pos luar biasa;

7) Surplus/defisit-LO.

e. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan

dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

f. Contoh format Laporan Operasional sesuai dengan PP No 71

tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah

sebagai berikut:

1. Format Laporan Operasional SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan
20X0 Urusan Pemerintahan :Bidang Pemerintahan :Unit Organisasi :Sub
Unit Organisasi :

NO. URAIAN 20X1 20X0 KENAIKAN/ %URUT (PENURUNAN)

8 PENDAPATAN-LO

8.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO

8.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO8.1.2 Pendapatan Retribusi
Daerah - LO8.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

8.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO

9 BEBAN9.1 BEBAN OPERASI9.1.1 Beban Pegawai9.1.2 Beban
Persediaan9.1.2 Beban Jasa9.1.2 Beban Pemeliharaan9.1.2 Beban
Peijalanan Dinas9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi9.1.8 Beban
Penyisihan Piutang9.1.9 Beban Lain-lain
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NO.URUT

8.4.1

8.4.2

8.4.3 .

9.3.19.3.2

9.3.3

8.5.1 ;9.4.1

URAIAN

SURPLUS/DEFISIT-LO

KEGIATAN NON OPERASIONALSurplus Penjualan Aset Non Lancar -
LOSurplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LOSurplus dari
Kegiatan Non Operasional Lainnya - LODefisit Penjualan Aset Non
Lancar - LO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -
LODefisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASAPendapatan Luar Biasa - LO Beban Luar Biasa

SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUARBIASA

SURPLUS/DEFISIT-LO

20X1 20X0 KENAIKAN/(PENURUNAN)

%

Karanganyar, 31 Desember 20X1 Kepala SKPD

Nama Kepala SKPD NIP Kepala SKPD
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan
20X0Urusan Pemerintahan :Bidang Pemerintahan :Unit Organisasi :Sub
Unit Organisasi :

2. Format Laporan Operasional SKPKD

NO. URAIAN 20X1 20X0 KENAIKAN/ %URUT (PENURUNAN)8 PENDAPATAN -
LO8.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO8.2.1 : Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat -LO8.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
-

Lainnya - LO8.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah

Daerah Lainnya - LO8.2.4 ; Bantuan Keuangan - LO

8.3LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

8.3.1 Pendapatan Hibah - LO8.3.2 Dana Darurat - LO8.3.3
Pendapatan Lainnya - LO9 BEBAN9.1 BEBAN OPERASI9.1.3 Beban
Bunga9.1.4 Beban Subsidi9.1.5 Beban Hibah9.1.6 Beban Bantuan
Sosial9.1.9 Beban Lain-lain

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIKEGIATAN NON OPERASIONAL

8.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO8.4.2 Surplus
Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang - LO8.4.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

- Lainnya - LO9.3.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO9.3.2
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang - LO9.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya - LO

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUARBIASA

POS LUAR BIASA8.5.1 Pendapatan Luar Biasa - LO9.4.1 Beban Luar
Biasa

SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASASURPLUS/DEFISIT-LO

Karanganyar, 31 Desember 20X1 Jabatan Kepala SKPKD

Nama Kepala SKPKD NIP Kepala SKPKD
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3. Format Laporan Operasional Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan
20X0

NO. URUT URAIAN 20X1 20X0 KENAIKAN/(PENURUNAN)

KEGIATAN OPERASIONAL8 PENDAPATAN - LO8 .1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) - LO8 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LO8 . 1 . 2
Pendapatan Retribusi Daerah - LO8 . 1 . 3 Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan - LO8 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah -
LO8 .2 . PENDAPATAN TRANSFER - LO8 . 2 . 1 Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat -

LO8 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -

Lainnya - LO8 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah

Lainnya - LO8 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LO8 . 2 . 5 Pendapatan
Dana BOS Reguler8 .3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH - LO8 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LO8 . 3 . 2 Dana
Darurat - LO8 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya - LO9 BEBAN9 . 1 . 1 Beban
Pegawai - LO9 . 1 . 2 Beban Persediaan9 . 1 . 2 Beban Jasa9 . 1 . 2
Beban Pemeliharaan9 . 1 . 2 Beban Perjalanan Dinas9 . 1 . 3 Beban
Bunga9 . 1 . 4 Beban Subsidi9 ^ 1 .5 Beban Hibah9 . 1 . 6 Beban
Bantuan Sosial9 . 1 . 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi9 . 1 . 8
Beban Penyisihan Piutang9 . 1 . 9 Beban Lain-lain9 . 2 . 1 Beban
Transfer

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIKEGIATAN NON OPERASIONAL8 . 4 . 1
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO8 . 4 . 2 Surplus
Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang - LO8 . 4 . 3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya - LO9 . 3 . 1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO9 .
3 . 2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang - LO9 . 3 . 3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya - LOSURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA
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NO. URUT URAIAN 20X1 20X0 KENAIKAN/(PENURUNAN)

%

POS LUAR BU8 . 5 . 1

9 . 4 . 1

lSAPendapatan Luar Biasa - LO

Beban Luar BiasaSURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR
BIASASURPLUS/DEFISIT-LO

5. LAPORAN ARUS KAS

a. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode

Akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal

pelaporan.

b. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Aktivitas Operasi

a) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator

yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah

Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk

membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan

datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari

luar.b) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama
diperoleh

dari antara lain:

(1) Penerimaan perpajakan;

(2) Penerimaan retribusi;

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

(4) Penerimaan transfer;

(5) Penerimaan hibah;

(6) Penerimaan dana darurat;

(7) Penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan

luar biasa.

c) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama

digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

(1) Belanja Pegawai;

(2) Belanja Barang dan Jasa;

(3) Belanja Bunga;
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(4) Belanja Subsidi;

(5) Belanja Hibah;

(6) Belanja Bantuan Sosial;

(7) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan

(8) Transfer Keluar.

2) Aktivitas Investasi

1. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka

perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang

bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung

pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di

masa yang akan datang.

2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(1) Penjualan Aset Tetap;

(2) Penjualan Aset Lainnya;

(3) Pencairan Dana Cadangan;

(4) Penerimaan dari Divestasi;

(5) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas.

3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri d a ri:

(1) Perolehan Aset Tetap;

(2) Perolehan Aset Lainnya;

(3) Pembentukan Dana Cadangan;

(4) Penyertaan Modal Pemerintah;

(5) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.

3) Aktivitas Pendanaan

a) Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan

penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan

dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka

panjang.

b) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(1) Penerimaan Utang Luar Negeri;

(2) Penerimaan dari Utang Obligasi;

(3) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah

Daerah;

(4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan

Negara.
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c) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(1) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;

(2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;

(3) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada

Pemerintah Daerah;

(4) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada

perusahaan Negara.

4) Aktivitas Transitoris

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas

operasi, investasi, dan pendanaan;

b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan .

penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak

mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan

pemerintah.

c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi

penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti

kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang

persediaan dari bendahara pengeluaran.

d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi

pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti

kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan

kepada bendahara pengeluaran.

e) PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana

yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima

secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen

dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas

antar rekening kas umum negara/daerah.
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan
20X0Metode Langsung

c. Format Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

No Uraian 20X1 20X01 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

2 Arus Masuk Kas

3 Penerimaan Pajak Daerah

4 Penerimaan Retribusi Daerah

5 Penerimaan Hasil Perraelolaan Kekayaan Daerah vanq
Dipisahkan

6 Penerimaan Lain-Lain Pad yanq sah

7 Penerimaan Dana Baoi Hasil Paiak

8 Penerimaan Dana Baqi Hasil Sumbe Daya Alam

9 Penerimaan Dana Alokasi Umum

10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus

12 Penerimaan Dana Penyesuaian

13 Penerimaan Pendapatan aqi Hasil Paiak

14 Penerimaan 8aqi Hasil Lainnya

15 Penerimaan Hibah

16 Penerimaan Dana Darurat

17 Penerimaan Lainnya

18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa

19 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 18)

20 Arus Keluar Kas

21 Pembayaran Peqawai

22 Pembayaran Baranq

23 Pembayaran Bunqa

24 Pembayaran Subsidi

25 Pembayaran Hibah

26 Pembayaran Bantuan Sosial

27 Pembayaran Tak Terduqa

28 Pembayaran Baqi Hasil Paiak

29 Pembayaran Baoi Hasil Retribusi

30 Pembayaran Baqi Hasil Pendapatan Lainnya

31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa

32 Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d 31)

33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)

34 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

35 Arus Masuk Kas

36 Pencairan Dana Cadanpan

37 Penjualan atas Tanah

38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin

39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan

40 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan

41 Penjualan Aset Tetap

42 Penjualan Aset Lainnya

43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Pennanen

45 Jumlah Arus Masuk Kas (36 s.d 44)

46 Arus Keluar Kas

47 Pembentukan Dana Cadangan

48 Perolehan Tanah

49 Perolehan Peralatan dan Mesin

50 Perolehan Gedung dan Bangunan

51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan >

52 Perolehan Aset Tetap Lainnya

53 Perolehan Aset Lainnya

54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

55 Penoeluaran Pembelian investasi Non Permanen

56 Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)

57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 • 56)

58 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

59 Arus Masuk Kas

60 Piniaman Dalam Neoeri - Pemerintah Pusat

61 Piniaman Dalam Neqeri • Pemerintah Daerah Lainnya

62 Piniaman Dalam Neqeri - Lembaoa Keuanqan Bank

63 Piniaman Dalam Neqeri • Lembaqa Keuanqan Bukan Bank

64 Piniaman Dalam Neqeri - Obliqasi

65 Piniaman Dalam Neqeri - Lainnya

66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Neqara

67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
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No Uraian 20X1 20X068 Penerimaan Kembali Piniaman kepada
Pemerintah Daerah Lainnya69 Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d $8)

70 Arus Keluar Kas71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neqeri •
Pemerintah Pusat72 Pembayaran Pokok Piniaman Dalam Neqeri -
Pemerintah Daerah Lainnya

73 Pembayaran Pokok Piniaman Dalam Neqeri • Lembaqa Keuanqan
Bank74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Neqeri - Lembaqa Keuanqan
Bukan Bank75 Pembayaran Pokok Piniaman Dalam Neoeri • 0bliqasi

76 Pembayaran Pokok Piniaman Dalam Neqeri - Lainnya77 Pemberian
Piniaman kepada Perusahaan Neqara78 Pemberian Piniaman kepada
Perusahaan Daerah

79 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

80 Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)81 Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Pendanaan (69 • 80)

82 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

83 Arus Masuk Kas

84 Penerimaan Perhitunqan Fihak Ketiqa (PFK

85 Jumlah Arus Masuk Kas (84)86 Arus Keluar Kas

87 Penqeluaran Perhitunqan Fihak Ketkja (PFK

88 Jumlah Arus Keluar Kas (87)

89 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 • 87)

90 Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)

91 Saldo Awal Kas d i BUD & Kas di Bendahara Penaeluaran

92 Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Penaeluaran
(90+91)

93 Saldo Akhir Kas d i Bendahara Penerimaan94 Saldo Akhir
Kas

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

1) Ekuitas awal;

2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi

ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif

yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan

koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi

pada periode-periode sebelumnya;

b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4) Ekuitas akhir.

b. Format Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir SAMPAI Dengan 31 Desember 20X1 dan
20X0

NO URAIAN 20X1 20X0

1 EKUITAS AWAL2 SURPLUS/DEFISIT LO3 DAMPAK KUMULATIF
PERUBAHAN

KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

6 LAIN-LAIN7 EKUITAS AKHIR
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7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan Entitas lainnya,

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan

sebagai berikut:

1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas

Akuntansi;

2) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan

kendalanya;

4) Kebijakan Akuntansi yang penting:

a) Entitas Akuntansi/pelaporan;

b) Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan

keuangan;

c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan;

d) Kesesuaian kebijakan-Kebijakan Akuntansi yang

diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu Entitas

Akuntansi/pelaporan; dan

e) Setiap Kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan

untuk memahami laporan keuangan.

5) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan

Keuangan; dan

b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan

dalam lembar muka Laporan Keuangan.

6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti

gambaran umum daerah.

7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan.

b. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara
sistematis.

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,
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Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus

mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Di dalam bagian penjelasan akan Kebijakan Akuntansi,

dijelaskan hal-hal berikut ini:

1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam

penyusunan laporan keuangan;

2) Kebijakan-Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan

ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi

Pemerintahan diterapkan oleh suatu Entitas Pelaporan; dan

3) Setiap Kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan untuk

memahami laporan keuangan.

d. Dalam menentukan apakah suatu Kebijakan Akuntansi perlu

diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah

pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk

memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan

keuangan.

e. Kebijakan-Kebijakan Akuntansi yang perlu dipertimbangkan

untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai
berikut:

1) Pengakuan pendapatan-LRA;

2) Pengakuan pendapatan-LO;

. 3) Pengakuan belanja;

4) Pengakuan beban;

5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

6) Investasi;

7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud

dan tidak berwujud;

8) Kontrak-kontrak konstruksi;

9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

10) Kemitraan dengan fihak ketiga;

11) Biaya penelitian dan pengembangan;

12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai

sendiri;

13) Dana cadangan; dan

14) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
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f. Format Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai
berikut:

1) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN

SKPD.....

Babi Pendahuluan1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan SKPD1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD1.3
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

SKPDBab II Ikhtisar pencapaian kineija keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kineija keuangan
SKPD

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi3.1 Entitas Akuntansi/Entitas
Akuntansi/pelaporan

keuangan daerah SKPD3.2 Basis Akuntansi yang mendasari
penyusunan laporan

keuangan SKPD3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan
laporan

keuangan SKPD3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan
dengan

ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD3.5 Kebijakan Akuntansi
tertentu

Bab IV Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD4.1 LRA

4.1.1 Pendapatan_LRA4.1.2 Belanja

4.2 Laporan Operasional4.2.1 Pendapatan-LO4.2.2 Beban4.2.3
Kegiatan Non Operasional4.2.4 Pos Luar Biasa

4.3 Laporan Perubahan Ekuitas4.3.1 Perubahan Ekuitas

4.4 Neraca4.4.1 Aset5.4.2 Kewajiban5.4.3 Ekuitas

Bab V Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPDBab
VI Penutup
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPKD

2) Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD

Babi Pendahuluan1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan

SKPKD1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

SKPKD1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

SKPKDBab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian
target

kinerja APBD SKPKD2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional2.2
Kebijakan keuangan2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD3.1 Ikhtisar
realisasi pencapaian target kinerja keuangan

SKPKD3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian

target yang telah ditetapkanBab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas A kuntansi/Entitas Akuntansi/pelaporan , keuangan
daerah SKPKD

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
SKPKD

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
SKPKD

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan
yang ada dalam SAP pada SKPKD

4.5 Kebijakan Akuntansi tertentuBab V Penjelasan pos-pos laporan
keuangan SKPKD

5.1 LRA5.1.1 Pendapatan-LRA5.1.2 Belanja5.1.3 Pembiayaan

5.2 Laporan Operasional5.2.1 Pendapatan-LO5.2.2 Beban5.2.3
Kegiatan Non Operasional5.2.4 Pos Luar Biasa

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas5.3.1 Perubahan Ekuitas

5.4 Neraca5.4.1 Aset5.4.2 Kewajiban5.4.3 Ekuitas

5.5 Laporan Arus Kas5.5.1 Arus Kas dari Operasi5.5.2 Arus Kas
dari Investasi Aset Non Keuangan5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas
Pembiayaan5.5.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPKDBab
VII Penutup
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN

3) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab I Pendahuluan1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan

keuangan1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan1.3
Sistematika penulisan catatan atas laporan

keuanganBab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan
pencapaian

target kinerja APBD2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional2.2
Kebijakan keuangan2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan3.1 Ikhtisar
realisasi pencapaian target kinerja

keuangan3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam

pencapaian target yang telah ditetapkanBab IV Kebijakan
Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan4.2 Basis Akuntansi yang mendasari
penyusunan

laporan keuangan4.3 Basis pengukuran yang mendasari
penyusunan

laporan keuangan4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan
dengan

ketentuan yang ada dalam SAP4.5 Kebijakan Akuntansi tertentu

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan5.1 LRA

5.1.1 Pendapatan-LRA5.1.2 Belanja5.1.3 Pembiayaan

5.2 Laporan Perubahan SAL5.2.1 Perubahan SAL

5.3 Laporan Operasional5.3.1 Pendapatan-LO5.3.2 Beban5.3.2
Kegiatan Non Operasional5.3.4 Pos Luar Biasa

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas 5.4.1 Perubahan Ekuitas

5.5 Neraca5.5.1 Aset5.5.2 Kewajiban5.5.3 Ekuitas

5.6 Laporan Arus Kas5.6.1 Arus Kas dari Operasi5.6.2 Arus Kas
dari Investasi Aset Non
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IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

1. Kebijakan Akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait
dengan

definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan.

2. Kebijakan Akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Daerah
terkait

dengan implementasi Akuntansi berbasis akrual didasarkan
pada

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Jika terdapat hal-hal yang belum
diatur

di dalam Kebijakan Akuntansi ini, maka Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan

Akuntansi (accountancy treatment) atas transaksi yang
terjadi.

3. Sistematika penyajian dalam Kebijakan Akuntansi ini dapat

diuraikan sebagai berikut:

a. Kebijakan Akuntansi Aset;

b. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;

c. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;

e. Kebijakan Akuntansi Belanja;

f. Kebijakan Akuntansi Transfer;

g. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;

h. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;

i. Kebijakan Akuntansi Beban;

j. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang

Tidak Dilanjutkan.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

A. UMUM.1 Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi aset adalah untuk mengatur

perlakuan Akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi

penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2 Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam

laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan

disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset,

kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk
Entitas
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Akuntansi/Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah, tidak

termasuk perusahaan daerah.

: 3 Definisi

Definisi Aset berdasarkan klasifikasinya :

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa

lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di

masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah

Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.

b. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera
untuk

dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka

pendek, piutang, dan persediaan.

d. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan

dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat

jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan

secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan

pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

e. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset

tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

B."ASET LANCAR

1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi Kas dan Setara Kas

1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo

simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan

untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau

investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan

nilai yang signifikan.

2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
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setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

pemerintahan.

3) Kas terdiri dari:

a) Kas di Kas Daerah;

b) Kas di Bendahara Penerimaan;

c) Kas di Bendahara Pengeluaran; dan

d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat

likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari

risiko perubahan nilai yang signifikan.

5) Setara kas terdiri d a ri:

a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari

3 (tiga) bulan;

b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid

atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan

dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Kas dan Setara Kas

1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan

diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah.

2) Atas dasar butir b angka b) tersebut dapat dikatakan

bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan

setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

c. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.

Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi

menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada

tanggal neraca.
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d. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerahberkaitan dengan kas dan setara kas,antara
lain:

1) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan

keuangan;

2) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum

daerah namun merupakan kas transitoris yang belum

disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

2. Investasi Jangka Pendek

a. Definisi Investasi Jangka Pendek

1) Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk

memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan

royalti, atau manfaat sosial.

2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat

segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam

rangka manajemen kas yang artinya Pemerintah Daerah

dapat menjual investasi tersebut apabila timbul

kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama

kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci
diuraikan

dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat

diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa

pontensial di masa yang akan datang atas suatu

investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh

Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji

tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan

manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan

berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat

pengakuan yang pertama kali.
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b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek

dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya

transaksi pembelian atau penempatan dana yang

didukung dengan bukti yang menyatakan/

mengidentifikasikan biaya perolehannya/ nilai dana yang
ditempatkan.

2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang

investasi jangka pendek apabila teijadi penjualan,

pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan,

jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.

3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka
pendek,

antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan

deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh

sebagai pendapatan.

c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif

yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar

dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka

dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai

wajar lainnya.

2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan

sebagai berikut:

a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

(1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka

investasi jangka pendek diukur dan dicatat

berdasarkan harga transaksi investasi ditambah

komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya

lainnya yang timbul dalam rangka perolehan

tersebut.

(2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya,

maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat

berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal

perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan

jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi
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jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset

lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham

diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya,

d. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset
Lancar.

2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan

atas Laporan Keuangan sekurang-
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